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()] Lékuka’n MoU dengan Kejari

NGABANG, SP - Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Landak

dan Kejaksaan Negeri (Kejari)

Landak  mengadakan kesepa--

katan Bidang Hukum Perdata
dan Tata Usaha Negara. Hal

itu ditandai dengan penan-
datanganan MoU kesepakatan
antara Pemkab Landak den-
gan Kejari Landak yang ber-
langsung di aula besar Kantor
Bupati Landak, Rabu (15/5).
Bersamaan itu, juga, di-
gelar sosialisasi tentang Tim
Pengawalan, Pengaman Pe-
merintahan dan Pembangu-
nan Daerah (TP4D) dan Dana
Desa (DD) tahun 2019. Hadir
dalam kegiatan itu, Sekda
Landak, Vinsensius, Kepala

instansi vertikal Kabuapten -

Landak, Kepz;la SKPD, para
Camat se Landak, Kepala Desa
serta tamu undangan lainnya.

Pemkab Landak sendiri
baru saja diaudit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
perwakilan. Provinsi Kaliman-
tan Barat, termasuk desa-desa
yang ada di wilayah Kabu-
paten Landak. -

Dalam sambutannya Bu-
pati Landak, Karolin Margret
Natasha menegaskan, apabila
dikemudian hari terjadi per-
buatan melawan hukum, maka
akan diproses dan ditindak-
lanjuti sesuai peraturan yang
berlaku.

“Apabila dikemudian har1
terjadi perbuatan melawan
hukum, penyalahgunaan ke-
wenangan dan/atau perbua-
tan lainnya yang berakibat
merugikan keuangan Negara,
akan ditindaklanjuti sesuai
peraturan yang berlaku,” tegas
Karolin.

Karolin
 Bupati Landak
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Untnk itu saya minta peran APIP

| di Kabupam\ Landak supaya ;
dan lebih maksimal lagi dalam melaka?iﬁh

pembinaan dan pengawasan

“Hal ini kita lakukan
khususnya terhadap de-
sa-desa yang ada di Kabu-
paten Landak, agar Kepala
Desa yang ada di Kabupaten
Landak tidak ada dan jan-
gan sampai berurusan den-
gan permasalahan hukum,”
sambungnya.

‘Dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri)
No. 20 tahun 2018 pasal 74
tentang pembinaan dan pen-
gawasan ayat (3) berbunyi Bu-
patl/Wahkota membina dan
mengawasi pelaksanaan pen-
gelolaan keuangan desa yang
dikoordinasi dengan Aparat
Pengawasan Intern Pemerin-
tah (APIP) daerah Kabupaten/
Kota.

Berkaitan  dengan  hal
tersebut, *Karolin meminta
APIP yang ada di Landak agar
diperkuat dan lebih maksimal
lagi dalam melakukan pembi-
naan dan pengawasan.

“Untuk itu saya minta peran
APIP yang ada di Kabupaten
Landak supaya diperkuat dan
lebih maksimal lagi dalam
melakukan pembinaan dan
pengawasan,” pinta Bupati.

Dalam kesempatan itu,
Karolin mengimbau para
Kepala Desa agar menginput

dengan benar padaaplikasi Sis-.

keudes. Hal itu dilakukan agar
pengelolaan keuangan desa

dapat dilakukan secara ter-
tib, efektif, efisien, ekonomis,
transparan dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatutan, dan

* manfaat bagi masyarakat.

“Saya  minta  kepada
seluruh Kepala Desa setelah

- mengikuti sosialisasi ini un-

tuk segera melakukan pengin-
putan ke dalam aplikasi
Siskeudes untuk melakukan
penatausahaan kegiatan agar
pemanfaatan Dana Desa dapat
dilakukan dengan baik,” pin-
tanya. '
Karolin juga menyam-
paikan beberapa kegiatan yang
akan 'dilakukan oleh- TP4D.
Kegiatan itu diantaranya,
melakukan ~ pendampingan

 kegiatan barang dan jasa dibe-
__berapa SKPD/OPD.

“Pendampingan yang
dilakukan berupa pengarahan

- agar kegiatan pengadaan ba-

rang dan jasa sesuai prosedur,
mekanisme dan tahapan.Ke-
giatan pembangunan yang
dimaksud dilakukan = sesuai
ketentuan perundang-undan-
gan serta agar terhindar dari
berbagai bentuk 'hambatan
pada pembangunan yang se-
dang dan akan dijalankan,
serta memastikan percepatan
proses penyerapan anggaran
yang berlaku,” terang'nya (dVl/
-nak) : y
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